{ SALINAN }

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR: 37 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG GEMI NASTITI
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran
BAB II Huruf E Angka 3 huruf b, poin 16 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penyertaan Modal
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang
tentang Pedoman Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah
Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Subang Gemi Nastiti
(Perseroda).

Mengitigat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propins{ Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1980), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3970);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4357);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
00);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47 24);

Undan'g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1375);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor
2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Menjadi
Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Subang
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor
4);



22.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor
6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT.
BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG GEMI NASTITI

(PERSERODA).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Subang.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan
Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank
Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh daerah.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan.

Perusahaan Perseroan Daerah adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan
Rakyat Subang yang selanjutnya disingkat PT. BPR Subang Gemi Nastiti
(Perseroda) yaitu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Subang yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Subang;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan

Perda.

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan
Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingke.it RUPS adalah
Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab.
penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesual
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di
dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada
Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah.

Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh
Pemerintah Daerah.

Laba bersih adalah laba Perseroan setelah dikurangi pajak; Pengeluaran
Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik
bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan
hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan,
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk
memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva
Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau

sebagian aktiva dan pasiva. Perseroan beralih karena hukum kepada satu
Perseroan atau lebih.

Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal
daerah pada suatu usaha bersama antara daerah dan/atau badan usaha
swasta/badan lainnya dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan
usaha/badan lainnya dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh

Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank
yang ditetapkan.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Subang
Gemi Nastiti (Perseroda) adalah untuk menambah sumber.pendapatan daerah
guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan
dalam bidang perekonomian.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Subang Gemi
Nastiti (Perseroda) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah,
pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

BAB III
BESARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Subang Gemi
Nastiti (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4
Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Subang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan
Rakyat Subang, dalam Pasal 12 “Modal dasar PT. BPR Subang Gemi Nastiti
(Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh
miliar rupiah)”.

BAB IV
ALOKASI ANGGARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

(1) Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Subang
Gemi Nastiti (Perseroda), telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pengeluaran Pembiayaan,
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Nomor
DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001 /2021 dengan Kode Rekening
6.2.02.02.01.0001 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).






